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TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

R PELAYANAN PERLJIINAN TERPADU KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

bahwa untuk meclaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan
Dacrah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Tebing Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi
tentang Pelaksanaan Pcraturan Dacrah Kota Tebing Tinggi Nomor
I'7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Tebing Tinggi;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dacrah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Dacrah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor-20);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (entang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Pcrundang-Undangan (I.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rcepublik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Necgara (Lembaran
Negara chublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4866);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kota Tebing Tinggi;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEBING
TINGGI NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TEBING TINGGI.

Pasal 1.



Pasal 1
Mcemberlakukan Peraturan Dacrah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tala Kerja Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Kota Tebing Tinggi.

Pasal 2
Pclaksanaan Peraturan Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal |
discrahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Tebing Tinggi.

Pasal 3

Memerintahkan kepada Sckretaris Dacrah Kota Tebing Tinggi Cq..

a. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan untuk menytapkan sarana
dan prasarana Kantor Pclayanan Perijinan Terpadu Kota Tebing
Tinggi;

b. Kepala Bagian Kepegawaian untuk mengusulkan dan megajukan
nama-nama Pcgawai untuk bertugas dan/atau menjadi  pejabat
struktural pada Kantor Pclayanan Perijinan ‘i'crpadu Kota Tebing
Tinggi; dan

c. Kepala Bagian Organisasi dan Ilukum untuk menyusun Pcraturan
Walikota tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tebing Tinggi.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal §
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengelahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan. Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kota Tebing Tinggi.

Ditctapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20  Januari 2009

WALIKOTA TEBING TINGGI
ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN
Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI
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IRHAM TAUFIK
BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2009 NOMOR 8
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